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Abstract :
The idea of regional autonomy of national political consequences to
the endemic areas. Indonesia is a matter of national problems all of us
as citizens, especially the communities involved in the world of
education. The nation's children who are looking for identity to
proceed, should be given the understanding and direction by
educators so that the search for identity and existence itself not only
through film show on the screen. Some information, news which cause
turmoil in the nation, needs to be clarified and made joint assessment
in the classroom, raising critical awareness and increased
intelligence. In an effort to steer students to become intelligent man,
critically, have an identity and a humanist, politically necessary
humanizing education through educational policy. Political education
can be pursued by teachers through classroom learning.
Keywords : Autonomy, elections, political education and nation
children.
Abstrak:
Gagasan otonomi daerah membawa konsekuensi politik nasional yang
mewabah hingga ke daerah-daerah. Persoalan bangsa Indonesia adalah
persoalan kita semua sebagai warga negara, apalagi komunitas yang
berkecimpung dalam dunia pendidikan. Anak-anak bangsa yang
sedang berproses mencari jati diri, perlu diberikan pemahaman dan
arah oleh para pendidik sehingga dalam pencarian identitas dan
eksistensi dirinya tidak hanya melalui tayangan film di layar kaca.
Beberapa informasi, pemberitaan yang menimbulkan kegalauan pada
anak bangsa, perlu diluruskan dan dilakukan pengkajian bersama di
dalam kelas, sehingga memunculkan kesadaran kritis, dan
peningkatan kecerdasan. Dalam upaya mengarahkan anak didik untuk
menjadi manusia cerdas, kritis, memiliki jati diri dan humanis,
diperlukan politik pendidikan yang memanusiakan melalui kebijakan
pendidikan. Politik pendidikan bisa diupayakan oleh para pendidik
melalui pembelajaran di kelas.
Kata Kunci : Otonomi, pilkada, pendidikan politik dan anak bangsa.
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ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا:
ةﺮﻜﻓ ﻢﻜﺤﻟا ﻲﺗاﺬﻟا ﻲﻤﯿﻠﻗﻻا ﻞﻟ ﺐﻗاﻮﻋ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻰﻟإ ﻖطﺎﻨﻤﻟا ةءﻮﺑﻮﻤﻟا .
ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺴﯿﻧوﺪﻧﻷا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻦﺤﻧ ﺎﻌﯿﻤﺟ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻛ ، ﻚﯿھﺎﻧ ﻦﻋ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻓ
ﻒﯿﻘﺜﺗ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا . لﺎﻔطﻷا ﻲﻓ دﻼﺒﻟا ﻲﺘﻟا ﻲﻀﻤﺗ ﻦﻋ ﺔﯾﻮﮭﻟا ﻢﮭﻔﻟاو و هﺎﺠﺗﻻا يﺬﻟا ﺐﺠﯾ
نأ ﻰﻄﻌﺗ ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﻰﺘﺣ نأ ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻋ ﺔﯾﻮﮭﻟا و دﻮﺟﻮﻟا ﮫﺗاذ ﺲﯿﻟ ﻂﻘﻓ ﻦﻣ
لﻼﺧ ضﺮﻋ ﻢﻠﯿﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺷﺎﺸﻟا . ﺾﻌﺑ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا رﺎﺒﺧﻷاو ﺐﺒﺳ باﺮﻄﺿﻻا ﻲﻓ
،ﺔﻣﻷا جﺎﺘﺤﯾ ﻰﻟإ ﺢﯿﺿﻮﺗ و ءاﺮﺟإ ﻢﯿﯿﻘﺗ كﺮﺘﺸﻣ ﻲﻓ لﻮﺼﻔﻟا ﺔﯿﺳارﺪﻟا ، ﺮﻣﻷا يﺬﻟا
ﺮﯿﺜﯾ ﻲﻋﻮﻟا ﺪﻗﺎﻨﻟا ، ةدﺎﯾزو ءﺎﻛﺬﻟا. ﻲﻓ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ بﻼﻄﻟا اﻮﺤﺒﺼﯿﻟ ﻞﺟر ﻲﻛذ ،
ةﺮﯿﻄﺧ ، ﺎﮭﻟ ﺔﯾﻮھ و ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ، ﻦﻣ يروﺮﻀﻟا ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻨﺴﻧأ ﻦﻣ لﻼﺧ
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا. ﻦﻜﻤﯾو ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻒﯿﻘﺜﺘﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣ لﻼﺧ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ سراﺪﻤﻟا.
تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا : ﻢﻜﺤﻟا ،ﻲﺗاﺬﻟا و ،تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا و ﻒﯿﻘﺜﺘﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻣﻸﻟ.
A. Pendahuluan
Mencermati perkembangan politik terkini diberbagai belahan
nusantara fenomena dan gejolak politik lokal terus menggelora.
Berbagai isu turut menghangatkan suasana. Para politisi mengusulkan
pemilu serentak baik kepemimpinan daerah, legislator hingga
kepemimpinan nasional. Gagasan-gagasan ini perlu diapresiasi dengan
baik, mengingat kebutuhan anggaran yang besar menanti untuk
mewujudkan kehidupan anak bangsa yang sejahtera, adil, jujur dan
mandiri. Berbagai alasan yang dilontarkan para pemilik modal
dikalangan anak bangsa sendiri, bahwa orang miskin dilarang
berpolitik, jika tidak memiliki modal, seseorang dianggap tidak
memiliki kemampuan untuk memimpin, jika tidak memiliki garis
keturunan raja, tidak bisa menjadi raja, jika tidak memiliki garis
keturunan sebagai parabela, tidak akan pernah bisa menjadi parabela,
jika tidak memiliki garis keturunan kepala desa, tidak akan bisa
menjadi kepala desa, jika tidak memiliki garis keturunan bupati,
gubernur, anggota legislatif, presiden, maka janganlah pernah
mengidam-idamkan menduduki salah satu jabatan yang tidak
memiliki garis keturunan tersebut. Jelang pilcaleg 2014, fenomena ini
melanda seluruh wilayah Indonesia, orang miskin dilarang menjadi
caleg, menjadi caleg tak berkualitaspun yang penting menyandang
predikat anak/istri presiden, anak/istri menteri, anak/istri gubernur,
anak/istri bupati, anak/istri ketua partai politik, maka mereka
memenuhi kriteria sebagai caleg 2014.
Anak bangsa harusnya bisa mengkritisi kasus ini, kita tidak akan
bisa mengharapkan pemerintah dan wakil rakyat di DPR yang
notabene sebagai bapak dan ibu kita yang akan menggagas peraturan
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atau ketentuan yang sifatnya mengikat bagi seluruh anak bangsa,
bahwa menjadi caleg seharusnya tidak boleh mengenal sistem
piramida politik. Anak/istri pejabat harusnya tidak boleh menjadi
caleg, harus ada pemerataan kekuasaan, pemerataan wewenang,
pemerataan aspirasi rakyat, dan tidak diperkenankan monopoli politik.
Jika monopoli politik tetap dilakukan, maka politik identitas akan
makin kental, dan hal ini mengancam keselamatan bangsa dan negara
yang pada akhirnya, para anak bangsa akan menjadi mangsa bagi satu
sama lainnya.
Pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat, dan
pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan
kehidupan generasi berikutnya. Selaku warga masyarakat, warga
bangsa dan negara, secara berguna dan bermakna serta mampu
mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berubah dan selalu
terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan
hubungan internasional, maka pendidikan tinggi tidak dapat
mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan
sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan
ketidakterdugaan. Seperti yang kita ketahui, setiap suatu bangsa
mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu sudah
pasti, terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriolis dan lain
sebagainya yang pada saat itu menempel erat pada setiap warga
negaranya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi
yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari
diri seseorang di dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya
pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus
menyatu dalam setiap warga negara, agar setiap warga negara tahu
hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan
bernegara. 1
Begitu juga di dalam dunia perpolitikan yang juga
membutuhkan proses pendidikan. Memajukan dan menyukseskan
proses politik diperlukan suatu usaha yang melibatkan semua pihak
dalam suatu proses yang disebut pemilu. Pemilu tidak sekedar
persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana
pendidikan politik untuk warga negara. Tiap masa kampanye adalah
masa pendidikan politik yang istimewa, lebih dari waktu lain. Salah
satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan
1 Anonim, 2012, Analisis Kebijakan Pendidikan Politik,
http://ardiptamblang.blogspot.com/2012/04/analisis-kebijakan-pendidikan-
politik.html, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2012.
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kehidupan bangsa. Sehingga, pendidikan  apapun jenisnya tidak dapat
dilepaskan dari misi tersebut. Pendidikan politik ini mutlak
diperlukan, namun sudah semakin ditinggalkan oleh para pelaku yang
bergerak dibidang politik sehingga membutuhkan pembahasan
mendalam mengenai pendidikan politik itu sendiri.2
B. Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.3 Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep
politik, yang selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian
kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia
menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud
mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan,
kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung
dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian
tersebut, maka suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki
kewenangan (authority) atau kekuasaan (power) dalam
penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan
kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri4 Namun demikian,
dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, satu prinsip yang harus dipegang
oleh bangsa Indonesia adalah bahwa aplikasi otonomi daerah tetap
berada dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional Indonesia.
Otonomi tidak ditujukkan untuk kepentingan pemisahan suatu daerah
untuk bisa melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI. Tujuan
pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan
daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian jelaslah bahwa, aplikasi pemerintahan dan pembangunan di
daerah sekarang ini didasarkan pada dua sendi utama, yaitu: Otonomi
Daerah dan Kesatuan Nasional. Otonomi daerah mencerminkan
adanya kedaulatan rakyat dan Kesatuan Nasional mencerminkan
adanya Kedaulatan Negara.
2 Endun Abdul Haq, tanpa tahun, Pendidikan Politik, Tugas Siapa ?
http://m.kuningannews.com/detil.php?module=detailberita&id=6894, penulis adalah
Ketua KPU Kabupaten Kuningan, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2012.
3 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5
4 Culla, Adi Suryadi, “Otonomi Daerah dalam Tinjauan Politik”, dalam Usahawan
No. 04 Th. XXIX, April 2000.p.16
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Kedua, kedaulatan ini sama-sama diperlukan dalam perjalanan
hidup bangsa Indonesia. Nasionalisme pun menjadi penting untuk
“mengawal” perjalanan bangsa. Mengapa? Karena disadari atau tidak,
pelaksanaan otonomi daerah telah menjadi salah satu pemicu
lemahnya nasionalisme. Buktinya, istilah “penduduk asli” atau
“pendatang” makin kerap muncul sejak kebijakan otonomi daerah
diterapkan. Istilah “putra daerah” makin kerap dimunculkan dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini jelas merupakan suatu yang tidak
kondusif terhadap pembangunan bangsa. Bila keadaan ini berlanjut
terus tanpa memulihkan kembali kesadaran nasionalisme kita maka
cepat atau lambat negara bangsa ini akan hancur. Sekarang bagaimana
nasionalisme berperan dalam pembangunan daerah? Apabila
dijabarkan prinsip-prinsip dasar nasionalisme, maka dapat disebutkan
antara lain: 1) cinta kepada tanah air; 2) Kesatuan; 3) dapat
bekerjasama; 4) demokrasi dan persamaan; 5) kepribadian; dan 6)
Prestasi.5 Bagi bangsa Indonesia, prinsip-prinsip dasar nasionalisme
tersebut tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (Unity in
diversity). Dalam setiap pembangunan di daerah, nasionalisme akan
tetap terjaga apabila keenam prinsip tersebut selalu dilaksanakan dan
diamalkan.6
Memang, nasionalisme sebagai rujukan untuk membangun jauh
lebih sulit diwujudkan. Diperlukan pemikiran yang konstruktif dan
kemampuan strategis untuk menggunakan sumberdaya untuk
mencapai sasaran-sasaran berjangka panjang sambil menyelesaikan
masalah-masalah berjangka pendek, sambil menetralisasi dampak
negatif dari nasionalisme dan demokrasi sebagai gerakan yang
destruktif. Walaupun lebih sulit, namun nasionalisme sebagai rujukan
dapat direncanakan bersama oleh pemerintah bersama lapisan
kepemimpinan rakyat itu sendiri. 7 Praktek penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah dengan melibatkan seluruh organisasi
kemasyarakatan, tokoh-tokoh perguruan tinggi serta instansi
pemerintah mempunyai makna penting dalam pelembagaan
nasionalisme. Prinsip cinta tanah air meletakkan setiap proses
5 Kartodirdjo, Sartono , Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan
Negara Kesatuan (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
6 Indriyanto, 2012, Otonomi dan Pembangunan di Daerah, Dosen Fakultas Sastra
Universitas Diponegoro Semarang. Mahasiswa Program Ph.D pada Vrije
Universiteit Amsterdam.
7 Bahan, Syaafroedin, “ Nasionalisme dan Demokrasi”, makalah Kongres Nasional
Sejarah Tahun 1996, Jakarta.
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pembangunan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan golongan
apalagi individu. Adapun prinsip kesatuan diaplikasikan dalam
bentuk-bentuk pembangunan yang mengutamakan kebersamaan
dalam demi keutuhan NKRI dengan memperhatikan keanekaragaman
sifat pluralistik dari bangsa Indonesia. Artinya, setiap pembangunan di
daerah tidak hanya diperuntukkan dan harus dilaksanakan oleh orang
“asli” daerah itu saja. Dalam kaitannya antara pemerintah dengan
rakyat, persoalan adanya kemungkinan prasangka etnik bertimbalbalik
antara pejabat dengan rakyat yang berasal dari etnik atau daerah yang
berbeda.8
Apabila prasangka ini terus dikembangkan maka benih dendam
sosial akan menjadi batu sandungan dan “bom waktu” terhadap
pembangunan di daerah. Kita sepakat untuk hidup bersama dalam
kondisi yang berbeda, sehingga kita mesti menerima perbedaan-
perbedaan itu. Sikap etnosentrisme harus dihilangkan dalam
pembangunan daerah. Mana yang lebih serius dalam mengabdi pada
suatu daerah dan berguna bagi pembangunan daerah, mereka
mempunyai hak untuk berperan serta. Jadi Otonomi Daerah bukanlah
otonomi etnis kemudian menjadi dominasi etnis dalam proses
pembangunan di daerah. 9
Prinsip ketiga dari nasionalisme adalah dapat bekerjasama. Ini
berarti bahwa dalam setiap proses pembangunan di daerah perlu
dibudayakan kerjasama baik interen subjek pembangunan di dalam
daerah maupun antar daerah. Setiap daerah otonom perlu membuka
alternatif kerjasama antara satu dengan lainnya, perlu menjembatani
berbagai kepentingan antara rakyat dari daerah satu dengan daerah
lain, dan sebagainya. Perlu dilakukan dialog dan lobi-lobi antar daerah
untuk mengatur SDA yang ada sehingga tidak saling berugikan antara
daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sebagai contoh misalnya
penggunaan dan pemanfaatan sumber air, masalah sungai, listrik,
sarana dan prasarana publik, dan lain-lain. 10
Dalam Pembangunan Daerah perlu ditekankan adanya: prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,
serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dalam
pelaksanaannya. Jangan sampai pembangunan di daerah
meninggalkan peran serta masyarakat, apalagi mengorbankan mereka.
Sejarah masa lalu membuktikan bahwa krisis multisegi bangsa
8 Indriyanto, 2012, opcit.p3
9 Indriyanto, 2012, opcit.p3
10 Indriyanto, 2012, opcit.p4
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Indonesia saat ini sebenarnya bukan terletak pada melemahnya
nasionalisme, tetapi karena terjadinya proses ketidakadilan struktural
dalam sistem masyarakat Indonesia. Musuh utama nasionalisme dalam
pembangunan yang berkembang saat ini adalah banditisme modern
struktural; ideology pemaksaan dan manipulasi kekuasaan yang
kolutif oleh beberapa elite terhadap massa rakyat. Oleh karena itu
dalam pembangunan daerah semangat nasionalisme perlu
dilembagakan dengan cara melakukan: 1) peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat; 2) pengembangan kehidupan demokrasi; 3)
keadilan; 4)pemerataan; dan 5) pemeliharaan hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga
keutuhan NKRI. 11
Salah satu hal yang penting tetapi selalu dianggap remeh dan
disepelekan adalah pentingnya wawasan sejarah dalam pembangunan
daerah. Wawasan sejarah akan menjelaskan nasionalisme bangsa, dan
nasionalisme akan mengarahkan pembangunan. Dalam konteks ini,
pemahaman terhadap sejarah lokal sangat penting bagi proses
pembangunan daerah. 12 Mengetahui masa lalu sama dengan
mempelajari semua perencanaan di masa lalu, dan melihat dampaknya
hingga saat ini. Pembelajaran melalui pengalaman masa lalu ini,
harapannya paling tidak memudahkan perencanaan yang lebih baik
dan cara pengambilan keputusan yang tepat untuk membangun
kemandirian anak bangsa di masa depan.
Lalu, bagaimana peranan Sejarah Lokal dalam aplikasi otonomi
dan pembangunan daerah? Selain untuk “memperkuat” kehidupan
berbangsa dan bernegara, Sejarah Lokal sangat penting untuk
memberi pemahaman akan peristiwa-peristiwa masa sekarang dan
memprediksikan peristiwa yang akan datang pada suatu wilayah/lokal
tertentu. Perubahan aliran dana dan Potensi Ekonomi ke Daerah
merupakan peluang yang sangat berharga bagi daerah yang
bersangkutan untuk pengambangan diri. Paling tidak, sesuai dengan
pasal 11 UU No. 22/ 1999 telah ditunjuk bidang-bidang pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Bidang-bidang tersebut meliputi: 1) Pekerjaan Umum;, 2) Kesehatan,
3) Pendidikan dan Kebudayaan;, 4) Pertanian, 5) Perhubungan, 6)
Industri dan Perdagangan, 7) Penanaman Modal, 8) Lingkungan
Hidup, 9) Pertanahan, 10) Koperasi, dan 11) Tenaga Kerja. 13
11 Indriyanto, 2012, opcit.p4
12 Indriyanto, 2012, opcit.p4
13 Indriyanto, 2012, opcit.p5
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C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Pemilihan kepala daerah selalu memberi warna kental pada
daerah masing-masing kandidat. Fenomena ini selalu mengarah pada
politik identitas. Fenomena identitas pada masyarakat pemilih
tradisional akan membawa masalah baru, beda dengan masyarakat
pemilih rasional, seperti hanya fenomena Jokowi Ahok pada pilgub
DKI Jakarta. Jika diranah daerah yang makin jauh dari ibu kota, maka
fenomena politik identitas masih kokoh. Sebut saja Pilkada Buton
201014, yang berujung pada kualitas pilkada yang meragukan hingga
dilakukan pemungutan suara ulang. Anak bangsa di bumi Anoa
Sulawesi Tenggara, pada tanggal 4 November 2012 juga
melangsungkan pesta demokrasi Pilgub yang dirangkaikan dengan
pesta rakyat dalam rangka demokrasi di Kota Bau Bau Sulawesi
Tenggara. Kondisi di daerah-daerah ini masih jauh dari harapan,
seperti halnya fenomena Jokowi Ahok di DKI Jakarta.
Mandat yang diperoleh pemerintahan daerah, yang mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan, 15 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.16
Konsep otonomi daerah dikembangkan untuk mengarah pada
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
sangat perlu untuk ditingkatkan. Upaya ini dengan tetap lebih
memperhatikan pada aspek-aspek hubungan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Mengembangkan
potensi dan keanekaragaman daerah. Memenuhi peluang dan
tantangan persaingan global. Konsep ini dapat terpenuhi dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi
daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
14 Burhan, M. Alifuddin dan Mahrudin, 2011, Relasi antara Pemahaman Politik
Uang dan Kebiasaan Pemberian Pasali pada Masyarakat Pemilih Tradisional
Jelang Pilkada Buton Sulawesi Tenggara 2011-2016, Makalah disampaikan dalam
Annual Conference on Islamic Studies XI di STAIN SAS Bangka pada Tanggal 10
– 13 Oktober 2011.
15 UUD 1945
16 UU RI No. 24 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
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Penyelenggara pemilu di Indonesia menurut undang-undang ada
dua, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tingkatan setingkat
dibawahnya hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan setingkat dibawahnya hingga Panitia
Pengawas Lapangan (PPL) di tingkat desa.17 Kedua penyelenggara
pemilu ini diharapkan dapat bekerja cerdas, cakap dan terampil,
karena melalui kinerja dua lembaga ini dan didukung oleh seluruh
stakeholder, akan dihasil pemimpin yang berkualitas. Melalui kedua
lembaga ini harapannya pemilu di Indonesia dapat diselamatkan.18
Meskipun gagasan lain juga muncul bahwa menyelamatkan Indonesia
bermula dari diri sendiri.19 Saat anak-anak bangsa dapat mengenali
dirinya sendiri, maka dengan sendirinya mereka akan mengenal Tuhan
sekaligusnya tuannya. Tuhan yang telah menciptakan tuannya di masa
lampau, hingga mereka menjadi tokoh yang memberi peran penting
bagi terbentuknya bangsa dan negara ini. Puncak perjuangan anak-
anak bangsa di masa lampau adalah gerakan para the founding father
yang mampu mengusir penjajahan Belanda melalui secarik kertas
yang berisi proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan pada
tanggal 17 Agustus 1945.
D. Pendidikan Politik Anak Bangsa
Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk
membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada
individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis,
meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan
wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran
terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia
bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik
yang aktif di masyarakatnya.
Pendidikan politik sebagaimana didefenisikan dalam UU No. 2
Tahun 2011 menuntut keseriusan peserta pemilu terutama partai
politik. Partai politik mempunyai tugas utama menyelenggarakan
pendidikan politik secara lansung kepada anak bangsa. Menjadikan
anak bangsa yang siap menyongsong masa depan bernegara yang
lebih baik, lebih kuat dan lebih berdaulat. Pendidikan Politik adalah
17 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penelenggaraan Pemilihan Umum
18 http://www.bawaslu.go.id/berita/39/tahun/2012/bulan/07/tanggal/23/id/3449/,
diunduh pada tanggal 10 September 2012.
19 http://rakyatsulsel.com/selamatkan-indonesia-bermula-dari-diri-sendiri.html,
diunduh pada tanggal 10 September 2012.
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proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan
tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.20
Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlanjut
sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh
kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian
pendidikan politik memiliki tiga tujuan : 1) membentuk kepribadian
politik, 2) kesadaran politik, dan 3) partisipasi politik. Pembentukan
kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu
pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pembelajaran
politik dan sejenisnya. Menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua
metode : dialog dan pengajaran instruktif. Partisispasi politik dapat
terwujud dengan keikutsertaaan individu-individu yang secara
sukarela berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik masyarakatnya.
Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi
dan perangkat yang menopangnya. Penopang utama dalam pendidikan
politik anak bangsa adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan
berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki
dasar dasar ideologis, sosial dan politik. Bertolak dari situlah tujuan-
tujuannya dirumuskan.21
Jika yang dimaksud dengan Pendidikan adalah proses
menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan
integral, maka pendidikan politik dapat dikategorikan sebagai dimensi
pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah mahluk politik.
Pendidikan mempunyai fungsi-fungsi pemikiran moral, dan ekonomi,
maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan
direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik
itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan
sosial dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi,
menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi
kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan
kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk
menggeluti berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka
dalam bentuk atensi dan partisipasinya secara politik, sehingga
mereka paham terhadap ideologi politik yang dianutnnya untuk
20 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik, pasal 1 ayat 4.
21 Anonim, 2012, Pentingnya Pendidikan Politik untuk Menciptakan Demokrasi
yang Berkualitas, http://ifaj.blogspot.com/2012/06/pentingnya-pendidikan-politik-
untuk.html, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2012.
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kemudian membelanya dan dengannya mereka wujudkan cita-cita diri
dan bangsanya. Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai
dan ideologi politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini
dan terus berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan politik merupakan
kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena berbagai faktor yang
saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang
dapat membentuk perasaan sebagai warga negara yang benar,
membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu
mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya.
Menumbuhkan perasaan untuk senantiasa berafiliasi, bertanggung
jawab dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntunan ini demikian
mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, mengingat
bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan seorang warga
negara serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha
memahami berbagai problematika masyarakat. 22
Manfaat dari pendidikan politik adalah pemberdayaan
masyarakat di bidang politik. Pemberdayaan di bidang politik adalah
membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan
dan mementukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan
diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial
dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melakukan peningkatan
kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia
miliki. Dengan pendidikan politik yang optimal maka akan
menciptakan warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya
dan menyadari bahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak yang
melekat pada dirinya. Dan juga menciptakan para pemilih yang
rasional yang sesuai dengan pemikirannya serta menjauhkan pemilu
dari politik uang karena para pemilih telah pandai dan menyadari
bahwa uang tidak dapat membeli hak suaranya. Pemilih tidak lagi
memilih secara emosional ataupun subjektif, tetapi lebih kepada
program-program yang akan dilakukan untuk mensejahterakan
masyarakat. Sehingga dengan ini diharapkan suara-suara dalam
pemilu lebih berkualitas tidak ada suara yang apatis ataupun suara
yang asal memilih. 23
Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang tak terpisahkan.
Pendidikan berperan dalam menentukan corak dan arah kehidupan
politik. Pendidikan politik dalam tataran formal bukan berarti politik
22 Anonim, 2012, opcit.
23 Anonim, 2012, opcit.
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praktis dapat merambah dunia pendidikan. Melainkan peserta didik
dalam institusi formal belajar tentang politik dan membuka mata
terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar institusi pendidikannya.24
Ketika anak-anak dan generasi muda Indonesia hanya dicekcoki
dengan pendidikan yang berbasis skill dan sains tanpa menanamkan
rasa nasionalisme dan progresifitas, maka mereka akan hanya menjadi
pekerja ketika telah lulus dari institusi pendidikan. Kondisi ini
diperparah dengan akan lebih mudah lagi untuk menjadi korban-
korban regulasi yang dihasilkan oleh legislator-legislator yang entah
dari proses apa dapat duduk di kursi legislatif. 25 Pendidikan politik
anak bangsa kini memang lebih banyak mengarah pada politik
identitas yang sangat kental. Siapa yang punya uang dialah penguasa
atas segalanya. Siapa yang dianggap tokoh sentral dari etnis tertentu,
maka tidak akan ada tingkat penerimaan terhadap tokoh lain yang
berasal dari etnis yang berbeda. Pendidikan memang seharusnya lebih
diarahkan kepada pembentukan karakter dan kemandirian anak
bangsa. Pendidikan harus diarahkan pada pembentukan kemampuan
dan kemauan bertanggung jawab secara dini, meningkatkan
keterbukaan dan kejujuran, memberi inspiratif, penuh inovatif dan
menjunjung kreatifitas anak bangsa.
Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital
dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia. Pengetahuan
sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti
nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan
segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang
berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara.
Ketimbang orang orang yang beranjak dari perut lapar dan modal
awal, yang ujung-ujungnya adalah makan sebanyak-banyaknya ketika
menjabat. 26
Di samping itu, hal yang sangat menakutkan ketika globalisasi
merambah segala sisi kehidupan. Semua punya kesempatan yang
sama untuk berusaha. Jika generasi muda Indonesia tidak punya bekal
dan kemampuan dalam hal politik, maka pihak luar akan mudah
mendominasi segala bidang kehidupan Indonesia. Apakah mungkin
untuk mengharapkan orang lain untuk memperbaiki bangsa dan
24 Anonim, 2011, Pendidikan Politik Sejak Dini Bagi Anak Bangsa,
http://politik.kompasiana.com/2010/12/19/pendidikan-politik-sejak-dini-bagi-anak-
bangsa/, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2012.
25 Anonim, 2011, opcit.
26 Anonim, 2011, opcit.
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negara ini jika bukan kita sendiri? Jangankan orang lain, orang-orang
Indonesia pun belum tentu semuanya memiliki rasa dan dedikasi
untuk membangun bangsa dan tanah air. Karena di zaman globalisasi,
rasa nasionalisme telah dipengaruhi oleh kapitalisme. Uanglah yang
berada di atas segalanya. Hal inilah yang menjadi momok paling
menakutkan oleh pengagas bangsa ini, bahwa bangsa ini akan
dirongrong oleh neokapitalisme. Penjajahan tidak lagi secara fisik
tetapi telah dilakukan terhadap mental-mental anak bangsa27.
Pemilik modal akan dengan mudah menyetir anak bangsa,
mengaburkan nilai-nilai tradisional Indonesia, dan mengedepankan
pembentukan pemerintahan instan. Asal ada uang semuanya akan
jadi 28 . Amerika Serikat, mampu menguasai dunia karena mereka
memiliki uang, memiliki kekuasaan, sehingga mereka dapat berlaku
sekehendaknya29. Menguasai dunia dengan cara-cara yang lebih halus
yang cenderung tidak mencerdaskan penduduk bumi diluar Amerika
Serikat, dan cenderung menyengsarakan anak-anak bangsa lain.
Konsep kebangsaan yang digagas oleh para pendiri bangsa ini
mengedepankan mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial bagi seluruh anak
bangsa. Gagasan ini merupakan konsep yang sangat ideal di atas
kertas, namun membentuk fatamorgana indah dalam realitas
kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Fatamorgana indah tersebut
nampak sejak masa pra dan pasca konsep otoda berkumandang di
taman indah nan luas nusantara ini. Taman kita yang luas ini dengan
warna-warni bunga membentuk kilau zamrud di khatulistiwa,
membentang luas dari Sabang sampai Merauke dan dari Kepulauan
Sanger hingga ke Pulau Rote, diharapkan menjadi tempat beradu dan
mengadu nasib para kumbang-kumbang betina dan jantan anak bangsa
ini.
Fakta malah mencengangkan! Fakir miskin dan anak terlantar
tetap terlantar, pendidikan untuk anak bangsa yang miskin tidak
kesampaian, beasiswa pendidikan hanya untuk anak-anak bangsa yang
memiliki akses luas dan yang memiliki simbol piramida politik. Bagi
anak bangsa yang para bapak dan ibunya hanya bekerja sebagai buruh
tani dan nelayan, petani dan nelayan, dan segala sumber penghasilan
lainnya yang sifatnya terpenuhi karena kecerdasan individu para orang
tua anak bangsa itu sendiri, mereka tetap tidak akan memiliki akses
27 Anonim, 2011, opcit.
28 La Hadini, opini beliau saat menjabat Kepala Desa Wakaokili sekitar tahun 2007
29 La Hadini, opcit
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yang sama untuk menyekolahkan anak-anak bangsa yang mereka
hasilkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik. Negara lain memiliki
konsep mencerdaskan anak-anaknya melalui sistem pendidikan yang
diorganisir langsung oleh negaranya, memberikan pendidikan
berkualitas dan bebas biaya mulai dari tingkat pre school hingga
program doktor.
Indonesia makin ketinggalan zaman, sejak beberapa abad silam
bangsa lain telah menjejak langit dan angksa luar, sedangkan anak
bangsa Indonesia, jangankan menjejak langit menjadi penonton gratis
dari bumipun tidak mampu. Mengapa? Karena sebagian rakyat sibuk
mengais rejeki dengan mengemis dijalanan, sibuk mengais sampah
untuk menutupi keroncongan perutnya, mahasiswa ramai-ramai
membentuk parlemen jalanan palsu, para anggota legislatif cenderung
berfantasi, pemerintah sibuk membentuk koalisi, PNS makin
menakutkan lagi. Bagi PNS berbakti kepada negara lebih utama,
daripada berbakti kepada rakyat. Saat mereka mendapat mutasi
jabatan dari lahan basah ke lahan kering dianggap sebagai musibah
sekaligus bencana yang mengakhiri pengabdian mereka kepada
bangsa dan negara. Konsep ini merupakan bentuk kekeliruan nyata,
seharusnya mereka mengabdi dan berjuang pada jabatan apapun
bukan untuk kesejahteraannya sendiri atau bukan untuk kesejahteraan
para atasan dan pimpinannya, tetap seharusnya untuk kesejahteraan
anak-anak bangsa ini.
E. Penutup
Gagasan otonomi daerah membawa konsekuensi politik nasional
yang mewabah hingga ke daerah-daerah. Persoalan bangsa Indonesia
adalah persoalan kita semua sebagai warga negara, apalagi komunitas
yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Anak-anak bangsa yang
sedang berproses mencari jati diri, perlu diberikan pemahaman dan
arah oleh para pendidik sehingga dalam pencarian identitas dan
eksistensi dirinya tidak hanya melalui tayangan film di layar kaca.
Beberapa informasi, pemberitaan yang menimbulkan kegalauan pada
anak bangsa, perlu diluruskan dan dilakukan pengkajian bersama di
dalam kelas, sehingga memunculkan kesadaran kritis, dan
peningkatan kecerdasan. Dalam upaya mengarahkan anak didik untuk
menjadi manusia cerdas, kritis, memiliki jati diri dan humanis,
diperlukan politik pendidikan yang memanusiakan melalui kebijakan
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pendidikan. Politik pendidikan30 bisa diupayakan oleh para pendidik
melalui pembelajaran di kelas. Upaya ini akan dapat dilakukan dengan
baik apabila para pendidik selalu berusaha meningkatkan kompetensi
dan memahami tentang hakikat kemanusiaan.
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